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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 814/ 2365 / DISPUSTAKA/1.2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas
Perpustakaan Provinsi Sumsel dan Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-
2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Perpustakaan Provinsi Sumsel tentang Indikator Kinerja
Utama Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel Tahun 2025-
2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6865);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
19);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjung Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
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. Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

. Pecraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 845);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
Nomor 2).
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yth. :

i

MEMUTUSKAN !

Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustukaan Provinsi Sutnatéra
Selatan Tahun 2025-2029, sebagalmana lercarntum dualarm
Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini,

Indikator Kinerja Utama Dinas Perpuslakaan Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2025-2020 scbognitnana tercanturrs  dealecen
Diktum Kesatu digunakan olelt Dinas Perpustakaan Provinsi
Sumatera Selatan sebagai acuan kinetju dalam penyusunsarn
Laporan Akuntabilitas Kinetja scrtn Evaluasi penicapaian
kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Permmbangunan Jarigks
Menengah Daerah dan Rencana Stralegis Dinas Perpustakaan
Provinsi Sumatera Selatan.

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepila
Dinas Perpustakaan scbelumnya tentang Indikator Kinerja
Utama Dinas Perpustalcaan Provinsi Sumatera Selatan Tabun
2024-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlalu pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa scgala sesuatunya akan diubah dan diperbsiki
kembali scbagaimana mestinya apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 November 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
PRO lN SI'SUMATERA SELATAN

MUHAMMADIZAKI ASLAM, 8.1IP,, M.
PEMBINA UTAMA MADYA/ 1V.d
NIP 197806261993111001

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai luporun).

2. Inspektorat Provinsi Sumatern Selatan di Palembang,

3. Bappeda Provinsi Sumatera Sclatan di Palembang,

4. Biro Organisusi Setdn Provinsi Sumatera Selafan dl Palembang,
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1. Nama Unt: Onganisast
2. Tugas

3. Sungs

« Perumusan kebiiakan Teknis di bidang Perpusmknan
| RerpelengRaraan urusan pelyuanan, parencanann, Ketntusahaan, perfengkapan, kepegawaian dan keuangrn
1 Fengkoordinasian, penamusihaan, pemanfagian dan pengumanan barang milik negam/dacrah

eyl

Aa}

LD, pen

: Dinas Perpustnkann Provinsi Sumatem Selatan
: Mambantu Gubemur menyelenggamkan unisan pemerinthan yang menjad( kesvenangan provinsi df bidang Perpustalaan

INDIKATOR HINERJA UTAMA (IKU)
PERANGEAT DAERAH : DINAB PERPUSTAEAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

pendsyagunnnn dan pemantiuan karya eetnk dan karya rekam

t Penreenggaruan, pencetakan dan penerbitin krya miah dan knnm linoya sepertd biblicgmf daerh, katnlog induk daemah, bahan rujukan berupa indeks,

bbEamafl subvek, abstrak, literatur sckupder dan bahan pusinim lainnva
| Penyelengmaman pen@embangan kolexst meltui pengadann bahan perpustakann, hunting, hibah, tranalilerasi dan transtasi
| Penyeiengganruan pencrirmaan, pengolahan, deskrips bibBogrufl, pencntuan tyjuk subiek, penyclesaian fisik bahan perpustakann, veriflkasi, vulidasi dan pemasukan data ke pangkalan data
I Penyelengganan lagunan perpusmkaan melalui sistem atemasi perpustnknan mengikuti perkembangan teknologi, Informasi dan komunikasi
| Perpelenggaman krgs sama antar perpustakann dan membangun jejaring perpustakaan
j Pemnbinann dan pengembangan perpustmknan dun tenagn perpustikann
| Penyelenggearaan pengembangan pembudayann kegemaran membaca melnlui pengiajian minat baca masyarukat, sosialisasi, bimbingan tcknis dan evaluasi pembudayaan kegemaran membera

| Fenyelenggarann

1 Polaksanann tugns kedinasan ninpne yang diberikan oleh pimpioan

palesturinn isifnilai informasi bahon perpustnknan melahui alth media dan konsenast

No Tyjunn Indikaror Tuyjuan Sasaran Strategis Indikator Kinega Utnma (IKU) Rumus Penghitungun (IKU) Sumber Deta Pomanggung.lawab
1. |Tersyjudnya budnya Indeks Budnya 1.1 Meninglkatnyan 1.1.1 Indeks Pembangunan - Dinas Perpustnkean Dinxs
bacs dan budaFa Themsi Budays Literns! di Literasi Magyumkst IPLM = 1=, (UPLM), X 100 Provinsi Sumsel, Pepastakasn
litermsi mograrakat Sumatera Sclatan = AM . Nastonal Provinst Sumstera
Suzsel Nilai Indeks Pembangunan Litemsi Masynrakat yung didapatian Rq’m chitfk ndooesla, san Sclatin
dengun metode sensus dengen mengukarr sejumlah unsur Kearsipan 17 Eab/Kom
pembangunan literasi mayarakat (UPLA]) dan apsck masyamat
(AND.
UPLM 1 = Pemecratnan Layannn Perpustalaan
UPLM 2 = Ketarcukupan koleksi perpustnkanan
UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustaknan
UPLM 4 =« Tingkat kunjungan magunlamt
UPLM S - Perpustiann ynng dibina sesunl SNP
UPLM 6 = Ketedibatan masynmkat dalam sosinlisasi perpustakaan
UPLM 7 = Angoota Perpusmknan
1.1.2 Nilai Tingiat TGM =~ 0J (TTM + TDM + TJIB) + 0,05 (FAl + DAD Dinas Perpusaiaean Dima
Wegemarin Mambaca  |a. Tingkat Frekuens! membaca (TFAM): Jumlah keglatin membam per | Provas Sumsel, Perptsmbkean
Masyamkat minggu Perpustniann Sasonsat Procinsd Sumasema
b. Tingkat Durusi membaca (TDAG: jumlnh waktu membaca per had  |Repahlik Indocesia, Selnmn
c. Tingkmt Jumlah Buku Dibaca (VB}: jumlah bahian bacaanyarg  |Dines Perpustalaen deb
diamatinn membaca dnlam 3 bulan Xrmisipon 17 Nab/Kale
d. Frekuensi Akses Internet (FAI): Frekwensi penggunanan internet
per minggu
c. Dumsl akses internet (DAl lama woktu akses internet per had
1.2 Meningiuinya 121 Persentase Peningkatan | ik naskah kuno tahun ini - iTh nasinh kuno tnhun Wt Dinas Ferpustatoian Dinas
Konservasi, Prlestanan Nasimh jumlah naskah kuno mhun ini x 100 %% Provinsi Sumeal Dinusy Berpusiniaan
Resterusd, Runo Bopustajoun don Frovios! Sustatons
Digitnlisasi Nasknh Yearsipan 17 KahKom Selo=n
Kuno Sumntem
Selaman
1.3 Towyjudmyama  [1.3.1 Persentase pengelolaan | jumlah subknoatan yang dilaksanakaan Qdngs Fermusclsan Omag
Lelola administrasi dan Jumlah subkegamn yung dindocinskan x 100 % Privvins Sumael Pespoealioen
perpustaikann yang operusionaal Perungkar Pravine Sgmuarmm
batk Dacmh dl Grgen
Perpustalkann
Poemling, 2055
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